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PERATURAN BADAN EKONOMI KREATIF 

NOMOR 18 TAHUN 2017 

TENTANG 

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN 

DI LINGKUNGAN BADAN EKONOMI KREATIF 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang 

baik serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme perlu 

disusun pedoman untuk mencegah dan menangani 

terjadinya benturan kepentingan dalam pelaksanaan 

tugas-tugas di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Badan Ekonomi Kreatif tentang Pedoman Penanganan 

Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan Ekonomi 

Kreatif; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas 

dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) 
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sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5135); 

  4. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan 

Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2015 tentang 

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 

tentang Badan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 139); 

  5. Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Ekonomi 

Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 1145) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 

2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan 

Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Badan Ekonomi Kreatif (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 411); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BADAN EKONOMI KREATIF TENTANG 

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI 

LINGKUNGAN BADAN EKONOMI KREATIF. 

 

Pasal 1 

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan 

Badan Ekonomi Kreatif yang selanjutnya disebut Pedoman 

Penanganan Benturan Kepentingan adalah kerangka acuan 

www.peraturan.go.id



2017, No.1914 
-3- 

bagi pejabat dan pegawai di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif 

untuk memahami, mencegah, dan mengatasi terjadinya 

benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. 

 

Pasal 2 

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Badan ini. 

 

Pasal 3 

(1) Setiap pegawai harus menaati Pedoman Penanganan 

Benturan Kepentingan. 

(2) Setiap pegawai yang menghadapi situasi atau kondisi 

benturan kepentingan harus melaporkan keadaan tersebut 

kepada atasan langsung. 

(3) Setiap pegawai yang mengetahui adanya pelanggaran atas 

Peraturan Badan ini wajib melaporkan pelanggaran tersebut 

kepada pimpinan unit kerja. 

(4) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dilakukan oleh pimpinan unit kerja maka laporan 

disampaikan kepada Inspektur Badan Ekonomi Kreatif. 

 

Pasal 4 

Atasan langsung pejabat dan/atau pegawai di setiap tingkatan 

wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 

pelaksanaan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan dan asas-asas 

umum pemerintahan yang baik. 

 

Pasal 5 

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengtahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 25 November 2017 

 

KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

TRIAWAN MUNAF 

 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 28 Desember 2017 

 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

               ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA 
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